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MOTTO 

 

 

هَّ إنِ َّ ا يغُهي ِرَُّ لهَّ اللّ  ت ى َّ بقِهوْم َّ مه ا يغُهي ِرُوا حه هنفسُِهِمَّْ مه إِذها َّۗبأِ ادهَّ وه َُّ أهره بقِهوْم َّ اللّ   “ 

" د َّ فهلهَّ سُوءًا ره ا َّۚلههَُّ مه مه ن لههُم وه ال َّ مِن دُونِهَِّ م ِ وه  

 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan 

tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra’d: 11)  
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi 

belanja daerah guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten 

Gunungkidul pada periode 2014-2023. Dengan menggunakan metode analisis 

location quotient dan uji korelasi Pearson, penelitian ini meneliti hubungan antara 

belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan memiliki 

korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat 

bergantung pada kebijakan alokasi dan implementasi anggaran yang tepat. Regulasi 

yang adaptif dan berbasis bukti empiris terbukti berperan penting dalam 

mendukung pengembangan sektor unggulan serta menarik investasi swasta yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya 

perbaikan dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih terfokus pada penguatan 

sektor unggulan, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk 

menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan daerah. 

 

Kata Kunci: Regulasi Pemerintah Daerah, Optimalisasi Belanja Daerah, Daya 

Saing, Sektor Unggulan, Kabupaten Gunungkidul.  



1 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, paradigma pengelolaan pemerintahan di Indonesia telah 

mengalami pergeseran signifikan ke arah desentralisasi. Kebijakan ini memberikan 

kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya 

dan anggarannya secara mandiri. Namun, implementasi otonomi daerah ini tidak 

serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan daya saing yang merata. 

Salah satu tantangan utama adalah memastikan belanja pembangunan daerah dan 

investasi swasta mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan secara optimal. 

Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, memiliki luas wilayah 1.485,36 km² dan populasi sebanyak 751.011 

jiwa (BPS Gunungkidul, 2024). Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang 

signifikan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Gunungkidul mencapai 5,52% pada 2023. Namun, tantangan besar masih dihadapi 

dalam memaksimalkan sinergi antara belanja pembangunan dan investasi untuk 

mendukung sektor-sektor unggulan. 

Belanja pembangunan merupakan instrumen strategis dalam menciptakan 

infrastruktur dasar dan layanan publik yang dibutuhkan untuk mendukung sektor 

unggulan. Berdasarkan teori belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), 

alokasi anggaran publik yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui pengembangan sektor-sektor prioritas. Selain itu, investasi swasta 

memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan kapasitas produksi dan 

daya saing ekonomi.  

Nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat sejak 2016, 

mencerminkan kontribusi swasta yang semakin besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Berikut disajikan data belanja pembangunan dan investasi swasta 

selama periode 2014–2023. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta (BPS 

Gunungkidul, 2024) 

Tahun Belanja Pembangunan (Miliar) Investasi Swasta (Miliar) 

2014 342,00 20,75 

2015 478,20 23,65 

2016 479,51 63,37 

2017 688,61 84,36 

2018 634,50 122,93 

2019 939,69 185,65 

2020 646,89 273,60 

2021 717,00 282,83 

2022 749,99 475,35 

2023 487,13 629,17 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa belanja pembangunan mengalami 

fluktuasi dengan tren yang tidak konsisten. Sebaliknya, investasi swasta 

menunjukkan peningkatan signifikan, terutama sejak 2016, dengan kenaikan dari 

Rp 63,37 miliar pada 2016 menjadi Rp 629,17 miliar pada 2023. Pergeseran ini 

menandakan meningkatnya kontribusi swasta sebagai penggerak ekonomi utama di 

Kabupaten Gunungkidul. 

Berdasarkan Laporan World Economic Forum (2023) menunjukkan bahwa 

daya saing Indonesia masih tertinggal di beberapa aspek, termasuk inovasi dan 

adopsi teknologi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah seperti 

Gunungkidul untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam sektor unggulannya, 

sekaligus menegaskan pentingnya regulasi yang mendorong inovasi dan 

pengembangan teknologi di tingkat lokal. 

PDRB Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan, diikuti konstruksi (9,00%) 

dan informasi & komunikasi (8,85%) pada 2023 (BPS Gunungkidul, 2024). 

Namun, rendahnya kapasitas inovasi dan efisiensi pasar pada IDSD yang dirilis 

oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN (2024) menunjukkan perlunya 

pendekatan strategis untuk mengintegrasikan belanja pembangunan dan investasi 

swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sinergi antara belanja 
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pembangunan dan investasi swasta, menggunakan analisis location quotient guna 

meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana identifikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul 

pada tahun 2014–2023 berdasarkan analisis location quotient? 

2. Bagaimana korelasi antara hasil analisis location quotient dengan alokasi 

belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul tahun periode 

2014-2023? 

3. Bagaimana peran regulasi, kebijakan pemerintah, dan intervensi lain dalam 

mendukung sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul periode 

2014-2023? 

4. Bagaimana strategi optimalisasi belanja pembangunan yang dapat 

meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan di Kabupaten 

Gunungkidul periode 2014-2023? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih, berikut adalah paparan 

tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis 

peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk 

meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul selama 

periode 2014-2023, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan 

kebijakan di masa mendatang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusu yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten 

Gunungkidul selama periode 2014-2023 menggunakan metode location 

quotient yang termasuk ke dalam sektor unggulan. 

2. Menganalisis korelasi antara hasil analisis location quotient dengan alokasi 

belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-

2023 untuk mengevaluasi efektivitas anggaran dalam mendukung sektor 

unggulan 

3. Mengevaluasi peran regulasi, kebijakan pemerintah, dan intervensi lainnya 

dalam mendukung sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul 

selama periode 2014-2023. 

4. Mengidentifikasi strategi belanja pembangunan yang optimal dalam 

meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul tahun 

2014-2023.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dalam 

bidang administrasi publik, khususnya terkait peran regulasi pemerintah 

daerah dalam optimalisasi belanja dan peningkatan daya saing ekonomi 

lokal. 

2. Pengayaan Literatur: Hasil penelitian akan memperkaya literatur akademik 

tentang hubungan antara regulasi, belanja daerah, dan daya saing sektor 

unggulan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.  
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3. Basis Penelitian Lanjutan: Temuan penelitian dapat menjadi landasan untuk 

studi-studi lanjutan dalam bidang terkait, baik di Kabupaten Gunungkidul 

maupun di daerah lain dengan karakteristik serupa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:  

a. Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas regulasi yang 

ada. 

b. Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi dan 

optimalisasi belanja daerah. 

c. Membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk 

meningkatkan daya saing sektor unggulan. 

2. Bagi Pelaku Usaha di Sektor Unggulan:  

a. Memberikan pemahaman lebih baik tentang kerangka regulasi yang 

mempengaruhi sektor mereka. 

b. Menyediakan dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih mendukung 

pengembangan usaha. 

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul:  

a. Meningkatkan transparansi terkait proses penyusunan dan implementasi 

regulasi daerah. 

b. Memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana belanja daerah 

dapat berdampak pada pengembangan ekonomi lokal. 

4. Bagi Penelitian Masa Depan: 

a. Pengembangan Instrumen: Instrumen penelitian yang dikembangkan 

dapat digunakan atau diadaptasi untuk penelitian serupa di daerah lain. 

b. Model Analisis: Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat menjadi model untuk studi-studi sejenis di masa depan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam bentuk paragraf pada masing-masing 

bab untuk penelitian “Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi 

Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten 

Gunungkidul” adalah sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membuka penelitian dengan memaparkan latar belakang masalah 

yang menjelaskan urgensi dan relevansi topik penelitian dalam konteks 

Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang ini akan menguraikan dinamika 

regulasi pemerintah daerah, tantangan optimalisasi belanja daerah, dan 

kebutuhan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan. Selanjutnya, 

bab ini akan memformulasikan rumusan masalah yang menjadi fokus 

penelitian, diikuti dengan penjabaran tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Manfaat penelitian akan diuraikan untuk menunjukkan kontribusi studi ini 

baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini ditutup dengan penjelasan 

tentang ruang lingkup penelitian untuk memberikan batasan yang jelas 

tentang cakupan studi. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penelitian akan membangun landasan teoretis yang kokoh 

dengan mengkaji literatur terkait regulasi pemerintah daerah, konsep 

belanja daerah, dan teori daya saing sektor unggulan. Bab ini akan memulai 

dengan pembahasan mendalam tentang konsep dan proses regulasi daerah, 

dilanjutkan dengan eksplorasi tentang optimalisasi belanja daerah dan 

hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Konsep daya saing dan 

identifikasi sektor unggulan akan dibahas secara komprehensif. Konteks 

lebih luas tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga akan 

diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang holistik. Bab ini akan 

diakhiri dengan penyajian kerangka pemikiran teoritis yang akan menjadi 

dasar analisis dalam penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian akan menjelaskan secara rinci pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Bab ini akan menguraikan alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten 

Gunungkidul, serta kriteria pemilihan informan dan sumber data. Teknik 

pengumpulan data akan dijelaskan secara komprehensif, mencakup 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Proses analisis data 

menggunakan pendekatan tematik akan dipaparkan, disertai dengan 

penjelasan tentang langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data 

melalui triangulasi dan member checking. Bab ini akan memberikan 

pemahaman yang jelas tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan 

bagaimana data akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan temuan penelitian dan analisis mendalam 

berdasarkan data yang dikumpulkan. Dimulai dengan gambaran umum 

Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan konteks, bab ini kemudian akan 

menganalisis kondisi dan efektivitas regulasi pemerintah daerah terkait 

optimalisasi belanja daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi regulasi akan diidentifikasi dan dianalisis secara 

komprehensif. Berdasarkan temuan-temuan ini, bab akan mengusulkan 

model dan strategi regulasi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan 

belanja daerah dan meningkatkan daya saing sektor unggulan. Pembahasan 

akan mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka teoretis yang telah 

dibangun di Bab II, memberikan analisis yang mendalam dan kontekstual. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini akan merangkum temuan-temuan utama penelitian dan 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Kesimpulan akan 

menyajikan sintesis dari analisis yang telah dilakukan, memberikan 

pemahaman yang komprehensif tentang peran regulasi pemerintah daerah 

dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor 

unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan kesimpulan ini, bab 

akan menawarkan saran-saran praktis untuk pemerintah daerah dan 

pemangku kepentingan lainnya. Bab ini juga akan mengakui keterbatasan 

penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, 

membuka jalan bagi studi-studi lanjutan dalam bidang ini. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini, karena 

terdapat landasan teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik 

peran regulasi pemerintah dalam optimalisasi belanja daerah. Peneliti mengkaji 

penelitian terdahulu, dengan memahami perkembangan konsep, identifikasi 

masalah, serta celah penelitian yang ada. 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Regulasi 

Teori regulasi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan 

bagaimana dan mengapa pemerintah melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi 

dan sosial melalui aturan-aturan formal (Labolo, 2023). Pemahaman mendalam 

tentang teori regulasi sangat penting dalam konteks penelitian ini, mengingat 

perannya yang sentral dalam membentuk kerangka kebijakan pemerintah daerah 

(Sidiq, 2023). 

2.1.1.1 Definisi dan Konsep Regulasi 

Regulasi merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan 

dan ekonomi yang telah menjadi subjek kajian intensif dalam berbagai disiplin ilmu 

(Abqa et al., 2023). Secara umum, regulasi dapat dipahami sebagai upaya sistematis 

pemerintah untuk mengarahkan atau membatasi perilaku individu atau organisasi 

sesuai dengan tujuan tertentu (Rahman, 2017).  

Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) dalam karyanya yang berjudul 

“Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice” menawarkan definisi 

yang komprehensif, menyatakan bahwa regulasi adalah "upaya berkelanjutan 

pemerintah untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat sesuai dengan 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan." Definisi ini menekankan bahwa regulasi tidak 

hanya mencakup pembuatan aturan, tetapi juga proses aktif yang dinamis untuk 

mengelola interaksi sosial dan ekonomi. 

Dalam konteks ekonomi, Stigler (1971) mendefinisikan regulasi sebagai 

"aturan yang dirancang dan ditegakkan oleh pemerintah yang dapat membatasi 
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aktivitas dan keputusan agen ekonomi." Perspektif ini relevan dalam menganalisis 

dampak regulasi terhadap efisiensi pasar, distribusi sumber daya, dan insentif 

pelaku ekonomi. 

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, regulasi mencakup 

penyusunan kebijakan berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana 

diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Regulasi daerah bertujuan untuk mengelola 

pembangunan, termasuk pengalokasian belanja daerah, agar selaras dengan 

kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan. 

Di Kabupaten Gunungkidul, pemahaman komprehensif tentang konsep 

regulasi sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah 

merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak pada 

optimalisasi belanja daerah serta pengembangan sektor unggulan. Analisis 

mendalam tentang efektivitas regulasi ini akan membantu memberikan 

rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan daya saing wilayah. 

2.1.1.2 Regulasi Pemerintah Daerah 

Regulasi pemerintah daerah adalah instrumen kebijakan yang digunakan 

untuk mengarahkan, mengontrol, atau membatasi aktivitas sosial dan ekonomi di 

wilayahnya (Baldwin, Cave, & Lodge, 2012).  Dalam konteks pemerintahan 

daerah, Selznick (1985) memperluas pemahama memperluas definisi ini dengan 

menekankan peran lembaga lokal dalam mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat 

dalam regulasi. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, regulasi bertujuan untuk mengelola 

sumber daya lokal secara efektif, menciptakan lingkungan kondusif bagi 

pembangunan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Black (2002) 

menambahkan bahwa regulasi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga 

dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan aktor non-pemerintah. 

Regulasi pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan dan fungsi utama: 

1. Mengatasi Kegagalan Pasar: Mengoreksi inefisiensi pasar lokal, seperti 

monopoli atau eksternalitas (Pigou, 1932). 

2. Perlindungan Kepentingan Publik: Melindungi kesejahteraan masyarakat 

lokal (Teori Kepentingan Publik). 
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3. Optimalisasi Sumber Daya Daerah: Mendorong penggunaan sumber daya 

secara efisien dan berkelanjutan. 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah: Menciptakan regulasi yang mendukung 

pengembangan sektor unggulan. 

Dengan Landasan hukum utama regulasi pemerintah daerah di Indonesia 

didasarkan pada: 

1. UUD 1945 Pasal 18: Menegaskan otonomi daerah. 

2. UU No. 23 Tahun 2014: Mengatur pemerintahan daerah dan pembagian 

kewenangan. 

3. UU No. 12 Tahun 2011: Mengatur tata cara pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Asshiddiqie (2010), regulasi daerah harus selaras dengan hierarki 

hukum nasional, termasuk peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, dan 

peraturan bersama kepala daerah. Prinsip-prinsip regulasi daerah meliputi kejelasan 

tujuan, kesesuaian materi muatan, dan kedayagunaan (Soemantri, 1992). menurut 

Indrati (2007) proses pembentukan regulasi mencakup perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, penetapan, dan pengundangan. 

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas regulasi 

(Ridwan, 2014). Beberapa tantangan yang dihadapi menurut Agustino (2011) 

antara lain kapasitas SDM pemerintah daerah, koordinasi antar lembaga, 

harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat, dan 

penegakan hukum. 

Solusi yang ada berupa penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan 

transparansi, dan penyederhanaan prosedur. Regulasi daerah berperan strategis 

dalam mengarahkan alokasi belanja daerah untuk sektor prioritas. Regulasi yang 

efektif dapat menciptakan insentif, menyederhanakan prosedur, dan melindungi 

sektor unggulan. Hal ini penting dalam meningkatkan daya saing Kabupaten 

Gunungkidul. 
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2.1.2 Teori Belanja Daerah 

Teori Belanja Daerah merupakan bagian integral dari konsep keuangan 

publik dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, 

belanja daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk 

melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Mardiasmo 

(2009) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran pemerintah 

daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan 

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. 

Struktur belanja daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 

dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 

Halim (2007) menjelaskan bahwa klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan 

penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, serta untuk menganalisis 

tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah. 

Perkembangan terkini dalam teori belanja daerah juga mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan (sustainability) dan inklusi sosial. Sachs (2015) dalam konteks 

Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya pengarusutamaan 

aspek keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah. Dalam 

konteks otonomi daerah di Indonesia, aplikasi teori belanja daerah harus 

mempertimbangkan karakteristik lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh 

masing-masing daerah. 

2.1.2.1 Konsep dan Jenis Belanja Daerah 

Konsep belanja daerah juga erat kaitannya dengan prinsip value for money 

dalam pengelolaan keuangan publik. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa value 

for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Dalam konteks belanja daerah, prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan 

sumber daya keuangan secara hemat, tepat guna, dan mencapai sasaran yang 

diinginkan. 

Yuwono et al. (2008) juga menekankan pentingnya analisis belanja daerah 

dalam konteks perencanaan pembangunan. Analisis ini meliputi analisis 
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pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja, dan 

analisis belanja per kapita. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat 

mengevaluasi kinerja belanjanya dan melakukan perbaikan dalam perencanaan 

anggaran periode berikutnya. 

Pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini, beserta klasifikasi dan 

analisisnya, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan 

belanja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, aplikasi konsep ini harus senantiasa 

disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan tantangan pembangunan yang 

dihadapi oleh masing-masing daerah. 

2.1.2.2 Optimalisasi Belanja Daerah 

Optimalisasi belanja daerah merupakan upaya strategis dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan 

optimalisasi belanja daerah sebagai proses pengelolaan pengeluaran pemerintah 

daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, Sjahrir et al. (2013) menganalisis dampak 

desentralisasi fiskal terhadap pola belanja daerah. Studi ini menemukan bahwa 

desentralisasi fiskal telah mengubah komposisi belanja daerah, dengan peningkatan 

signifikan pada belanja sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan 

pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, optimalisasi belanja 

daerah masih menghadapi tantangan seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas 

dan politik anggaran. Pemahaman mendalam tentang konsep dan strategi 

optimalisasi belanja daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan belanja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2.1.2.3 Hubungan Belanja Daerah dengan Pembangunan Ekonomi 

Hubungan antara belanja daerah dan pembangunan ekonomi merupakan 

topik yang telah lama menjadi fokus dalam studi ekonomi publik dan pembangunan 

regional. Teori dasar yang menjelaskan hubungan ini dapat ditelusuri dari 
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pemikiran Keynes (1936) yang menekankan peran penting pengeluaran pemerintah 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ekonomi daerah, belanja 

pemerintah daerah dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang 

dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Musgrave dan Musgrave (1989) mengembangkan teori tentang fungsi 

ekonomi pemerintah yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Dalam kerangka ini, belanja daerah memiliki peran strategis dalam mengalokasikan 

sumber daya untuk penyediaan barang dan jasa publik, meredistribusi pendapatan, 

dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Implementasi fungsi-fungsi ini melalui 

belanja daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi secara 

keseluruhan. 

Efektivitas belanja daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi 

tergantung pada berbagai faktor, termasuk komposisi dan kualitas belanja, 

kapasitas kelembagaan, dan karakteristik ekonomi lokal. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu merancang kebijakan belanja yang tidak hanya berfokus 

pada peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas dan efektivitas belanja dalam 

mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

2.1.3 Teori Location Quotient 

Location Quotient merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan peranan suatu sektor/industri di suatu wilayah/kota terhadap 

peranan suatu sektor/industri di provinsi (Maulana et al., 2020). Analisis ini 

digunakan untuk menentukan basis ekonomi pada suatu daerah dan juga sebagai 

salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan dengan cara menilai tingkat 

konsentrasi relatif aktivitas ekonomi pada suatu sektor (Pribadi & Nurbiyanto, 

2021). Dihitung dengan menggunakan persamaan: 

𝐿𝑄 =
𝑋𝑖𝑗/𝑅𝑉𝑗  

𝑋𝑖/𝑅𝑉
 

Dengan: 

𝑋𝑖𝑗 : PDRB sektor ke-i di wilayah analisis 

𝑋𝑖 : PDRB sektor ke-i di wilayah referensi 

𝑅𝑉𝑗 : Total PDRB di wilayah analisis 

𝑅𝑉 : Total PDRB di wilayah referensi 
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2.1.4 Teori Belanja Pembangunan 

2.1.4.1 Pengertian dan Jenis Belanja Pembangunan 

Belanja pembangunan merupakan komponen krusial dalam struktur 

pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Musgrave dan 

Musgrave (1989), belanja pembangunan didefinisikan sebagai pengeluaran 

pemerintah yang ditujukan untuk investasi dalam aset fisik dan non-fisik yang 

memiliki manfaat jangka panjang.  

Sejalan dengan itu, Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa belanja 

pembangunan mencakup pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk 

membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu 

disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja pembangunan ini 

dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan sifatnya. Menurut 

Halim (2007), jenis-jenis belanja pembangunan meliputi belanja modal, belanja 

barang dan jasa untuk pembangunan, serta belanja pemeliharaan yang bersifat fisik.  

Sementara itu, Bastian (2006) mengklasifikasikan belanja pembangunan 

menjadi belanja langsung dan tidak langsung, di mana belanja langsung terkait 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak 

langsung tidak terkait secara langsung. Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) 

menekankan pentingnya prinsip value for money dalam pelaksanaan belanja 

pembangunan, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam 

konteks otonomi daerah, Saragih (2003) menyoroti bahwa belanja pembangunan 

daerah harus diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing, 

serta harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.  

Adapun menurut Dumairy (1996), belanja pembangunan dapat 

dikelompokkan menjadi pembangunan fisik dan non-fisik, di mana pembangunan 

fisik meliputi infrastruktur dan fasilitas publik, sementara pembangunan non-fisik 

mencakup pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. 

Penyusunan anggaran belanja pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh 

Mardiasmo (2002), harus memperhatikan skala prioritas dan perencanaan yang 

matang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. 
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2.1.4.2 Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi fokus penelitian dalam literatur ekonomi pembangunan selama beberapa 

dekade. Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) dan 

Lucas (1988) menekankan peran penting investasi publik dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, belanja pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk investasi publik yang 

berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. 

Easterly dan Rebelo (1993) dalam penelitian mereka yang berjudul "Fiscal 

Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation" menemukan bukti 

empiris yang kuat bahwa investasi publik dalam transportasi dan komunikasi 

memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat 

argumen bahwa belanja pembangunan yang ditargetkan pada sektor-sektor strategis 

dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. 

Aschauer (1989) dalam karyanya "Is Public Expenditure Productive?" 

mengemukakan bahwa investasi publik dalam infrastruktur dasar seperti jalan, 

jembatan, dan sistem air memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas sektor 

swasta dan pertumbuhan ekonomi agregat. Studi ini menjadi landasan penting bagi 

penelitian selanjutnya yang mengeksplorasi hubungan antara belanja pembangunan 

dan kinerja ekonomi. 

Dalam konteks Indonesia, studi yang dilakukan oleh Sodik (2007) yang 

berjudul "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi 

Kasus Data Panel di Indonesia" menunjukkan adanya hubungan positif antara 

pengeluaran pembangunan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. 

Temuan ini memperkuat argumen bahwa belanja pembangunan yang tepat sasaran 

dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi di tingkat daerah. 

Meskipun sebagian besar studi menunjukkan hubungan positif antara 

belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk dicatat bahwa 

efektivitas belanja pembangunan juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti 

kualitas institusi, tata kelola yang baik, dan kebijakan ekonomi makro yang 

mendukung. Sebagaimana dikemukakan oleh Tanzi dan Davoodi (1997) dalam 
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"Corruption, Public Investment, and Growth", korupsi dan inefisiensi dalam 

alokasi belanja publik dapat mengurangi dampak positif belanja pembangunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2.1.5 Teori Daya Saing 

Konsep daya saing telah menjadi fokus utama dalam studi ekonomi dan 

manajemen strategis selama beberapa dekade terakhir. Teori daya saing pada 

dasarnya berusaha menjelaskan mengapa beberapa negara, daerah, industri, atau 

perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif 

dibandingkan yang lain. 

Salah satu kontribusi paling signifikan dalam teori daya saing berasal dari 

Michael Porter (1990) melalui karyanya "The Competitive Advantage of Nations". 

Porter mengembangkan model "Diamond" yang menjelaskan faktor-faktor yang 

menentukan daya saing nasional dan regional. Model ini terdiri dari empat 

determinan utama: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan 

pendukung, serta strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Porter menekankan 

bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif dalam faktor 

produksi, tetapi juga oleh lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan 

peningkatan produktivitas. 

Teori daya saing juga berhubungan erat dengan konsep keunggulan 

komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo (1817). Ricardo menjelaskan 

bahwa negara atau daerah akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika 

mereka mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa di mana mereka 

memiliki keunggulan komparatif. Meskipun teori ini awalnya dikembangkan untuk 

menjelaskan pola perdagangan internasional, konsepnya juga relevan untuk 

memahami daya saing regional dan sektoral. 

World Economic Forum (WEF) telah mengembangkan Global 

Competitiveness Index (GCI) yang secara luas digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan daya saing nasional. Schwab (2018) menjelaskan bahwa GCI 4.0 

mengintegrasikan aspek-aspek Revolusi Industri 4.0 ke dalam pengukuran daya 

saing, termasuk inovasi, fleksibilitas, dan ketahanan ekonomi. 

Dalam perkembangan terbaru, teori daya saing semakin memasukkan aspek 

keberlanjutan dan inklusivitas. Porter dan Kramer (2011) memperkenalkan konsep 
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"Creating Shared Value" yang menekankan bahwa daya saing bisnis dan 

kesejahteraan sosial saling terkait. Mereka berargumen bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan daya saing mereka sambil secara bersamaan mengatasi masalah 

sosial dan lingkungan. 

Kesimpulannya, teori daya saing telah berkembang dari fokus awal pada 

keunggulan komparatif dan faktor produksi tradisional menjadi pemahaman yang 

lebih kompleks dan multidimensi. Daya saing kini dipahami sebagai hasil interaksi 

dinamis antara berbagai faktor, termasuk inovasi, kapabilitas teknologi, kualitas 

institusi, modal manusia dan sosial, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. 

Dalam konteks pembangunan regional dan sektoral, pemahaman komprehensif 

tentang teori daya saing ini sangat penting untuk merumuskan strategi dan 

kebijakan yang efektif dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.1.5.1 Daya Saing Sektor Unggulan 

Konsep daya saing sektor unggulan merupakan aspek krusial dalam 

pengembangan ekonomi regional dan nasional. Sektor unggulan, sebagaimana 

didefinisikan oleh Arsyad (2010), merujuk pada sektor ekonomi yang memiliki 

keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan sektor lain dalam suatu 

wilayah. Konsep ini berakar pada teori basis ekonomi yang dikembangkan oleh 

Tiebout (1956), yang membedakan antara sektor basis (berorientasi ekspor) dan 

sektor non-basis dalam struktur ekonomi suatu wilayah. 

Identifikasi sektor unggulan merupakan langkah awal yang penting dalam 

upaya meningkatkan daya saing regional. Blakely dan Bradshaw (2002) 

mengemukakan beberapa metode untuk mengidentifikasi sektor unggulan, 

termasuk analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Input-Output, dan SWOT. 

Metode-metode ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan perencana 

ekonomi untuk memahami struktur ekonomi wilayah dan mengidentifikasi sektor-

sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. 

Kitson et al. (2004) memperluas pemahaman tentang daya saing regional 

dengan mengidentifikasi enam jenis modal yang mempengaruhi daya saing: modal 

produktif, modal manusia, modal sosial-institusional, modal budaya, modal 

infrastruktur, dan modal pengetahuan/kreativitas. Pendekatan ini menekankan 
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bahwa daya saing sektor unggulan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor 

ekonomi tradisional, tetapi juga oleh aspek-aspek sosial, budaya, dan institusional 

yang lebih luas. 

Pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, 

teknologi, dan lingkungan diperlukan untuk mengembangkan sektor unggulan yang 

berdaya saing dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang semakin 

kompleks dan dinamis. 

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah telah menjadi fokus utama dalam studi pembangunan 

ekonomi regional. Konsep ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk 

menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara 

berkelanjutan. Berbagai teori dan studi empiris telah mengidentifikasi beragam 

faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. 

Michael Porter (1990) dalam karyanya "The Competitive Advantage of 

Nations" menyajikan kerangka komprehensif untuk memahami daya saing, yang 

kemudian diadaptasi untuk konteks regional. Porter mengidentifikasi empat faktor 

utama yang membentuk "Diamond Model" daya saing: kondisi faktor, kondisi 

permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi perusahaan, struktur, dan 

persaingan. Model ini menekankan bahwa daya saing daerah tidak hanya 

bergantung pada ketersediaan sumber daya alam atau tenaga kerja murah, tetapi 

juga pada lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan produktivitas. 

Lebih lanjut, Kitson et al. (2004) memperluas pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi daya saing daerah dengan mengidentifikasi enam jenis 

modal: produktif, manusia, sosial-institusional, budaya, infrastruktur, dan 

pengetahuan/kreativitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya aspek-aspek non-

ekonomi dalam membentuk daya saing daerah. 

2.1.6 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua konsep penting 

dalam studi pemerintahan dan administrasi publik yang berfokus pada pembagian 

kekuasaan dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi 

daerah mengacu pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk 
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari otonomi daerah 

adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, mempercepat 

pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Desentralisasi fiskal, di sisi lain, melibatkan transfer kewenangan dalam 

pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, kualitas 

pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kedua konsep ini saling 

berkaitan dan dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Beberapa teori dan 

pandangan akademis, seperti yang dikemukakan oleh Oates (1972), Musgrave 

(1959), dan Rondinelli (1989), memberikan kerangka kerja yang komprehensif 

untuk memahami dinamika dan implementasi otonomi daerah serta desentralisasi 

fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

2.1.6.1 Konsep Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan konsep krusial dalam tata kelola pemerintahan 

modern, terutama di negara-negara dengan wilayah yang luas dan beragam seperti 

Indonesia. Konsep ini mengacu pada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan. 

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi, yang 

merupakan dasar dari otonomi daerah, sebagai transfer perencanaan, pengambilan 

keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi 

lapangannya, unit-unit administratif lokal, organisasi semi-otonom dan parastatal, 

pemerintahan daerah, atau organisasi non-pemerintah. Mereka mengidentifikasi 

empat bentuk desentralisasi: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. 

Tiebout (1956) dalam model "voting with feet"-nya mengemukakan bahwa 

desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui persaingan 

antar daerah. Ini mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik dan memberi 

warga pilihan untuk pindah ke daerah yang paling sesuai dengan preferensi mereka. 



20 

 

Aspek fiskal dari otonomi daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Brojonegoro (2001) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional dan mendorong 

kompetisi antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik. 

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah di Indonesia tidak tanpa 

tantangan. Seperti yang diidentifikasi oleh Smoke (2001), tantangan-tantangan ini 

termasuk kapasitas administratif yang terbatas, ketimpangan fiskal antar daerah, 

dan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah. 

Kesimpulannya, konsep otonomi daerah merupakan pendekatan tata kelola 

yang kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, 

mendorong partisipasi masyarakat, dan mengakomodasi keragaman lokal. 

Implementasinya memerlukan keseimbangan antara kewenangan daerah dan 

kepentingan nasional, serta membutuhkan pengembangan kapasitas yang 

berkelanjutan di tingkat lokal. 

2.1.6.2 Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal merupakan komponen krusial dalam implementasi 

otonomi daerah dan merupakan aspek penting dari reformasi tata kelola 

pemerintahan di banyak negara. Konsep ini mengacu pada transfer kewenangan 

fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mencakup aspek 

pendapatan, pengeluaran, dan manajemen keuangan. 

Oates (1972) dalam karyanya yang monumental "Fiscal Federalism" 

meletakkan dasar teoretis untuk desentralisasi fiskal. Ia mengemukakan "Teorema 

Desentralisasi" yang menyatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih 

efisien jika dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka memiliki informasi 

yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan lokal. Teori ini menjadi landasan 

utama bagi argumen ekonomi untuk desentralisasi fiskal. 

Musgrave (1959) sebelumnya telah mengidentifikasi tiga fungsi utama 

kebijakan fiskal pemerintah: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan 

stabilisasi ekonomi. Dalam konteks desentralisasi fiskal, fungsi alokasi dianggap 

paling tepat untuk dilimpahkan ke tingkat daerah, sementara fungsi distribusi dan 

stabilisasi umumnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 
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Aspek penting lainnya dari desentralisasi fiskal adalah pengelolaan utang 

daerah. Ter-Minassian dan Craig (1997) menganalisis berbagai pendekatan untuk 

mengontrol pinjaman pemerintah daerah dan menekankan pentingnya disiplin pasar 

dan aturan fiskal yang jelas untuk mencegah akumulasi utang yang tidak 

berkelanjutan. 

Kesimpulannya, desentralisasi fiskal merupakan konsep yang kompleks 

yang melibatkan transfer kewenangan fiskal dari pusat ke daerah. Implementasinya 

memerlukan desain kelembagaan yang hati-hati, pengembangan kapasitas yang 

berkelanjutan, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Meskipun berpotensi 

meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, desentralisasi fiskal juga 

membawa risiko yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. 

2.1.6.3 Implikasi terhadap Regulasi dan Belanja Daerah 

Implikasi desentralisasi terhadap regulasi dan belanja daerah merupakan 

aspek krusial dalam implementasi otonomi daerah. Perubahan struktur 

pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik membawa konsekuensi signifikan 

terhadap proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah. 

Teori desentralisasi fiskal, sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1972), 

menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien jika 

dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memiliki informasi yang lebih 

baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Implikasinya, pemerintah 

daerah perlu memiliki kewenangan regulasi dan kemampuan pengelolaan belanja 

yang memadai untuk merespons kebutuhan spesifik daerahnya. 

Dalam konteks regulasi, Bardhan dan Mookherjee (2006) menekankan 

pentingnya keseimbangan antara kewenangan regulasi pusat dan daerah. Mereka 

berpendapat bahwa desentralisasi regulasi dapat meningkatkan efisiensi dan 

responsivitas, namun juga membawa risiko "race to the bottom" di mana daerah-

daerah bersaing menurunkan standar regulasi untuk menarik investasi. Oleh karena 

itu, diperlukan kerangka regulasi nasional yang menetapkan standar minimum dan 

mekanisme koordinasi antar daerah. 

Smoke (2001) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi 

desentralisasi regulasi, termasuk kapasitas teknis yang terbatas di tingkat daerah, 

potensi konflik kepentingan, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif. 
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Ia menekankan pentingnya pengembangan kapasitas berkelanjutan dan penguatan 

sistem checks and balances dalam proses pembuatan regulasi daerah. 

Kesimpulannya, implikasi desentralisasi terhadap regulasi dan belanja 

daerah bersifat multidimensi dan kompleks. Desentralisasi membawa potensi untuk 

meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, namun juga membawa 

tantangan dalam hal koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam merancang regulasi 

dan sistem pengelolaan belanja daerah yang mendukung tujuan desentralisasi 

sambil meminimalkan risiko-risiko potensial. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam 

penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Nilawati 

(2019) 

Menentukan cara 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

membangun strategi 

aksi untuk 

meningkatkannya di 

Gunungkidul. 

Metode 

deskriptif 

kualitatif dengan 

pengumpulan 

data melalui 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

PAD 

Gunungkidul 

mengalami 

peningkatan 

signifikan, namun 

kontribusinya 

terhadap 

pendapatan 

daerah masih 

rendah. 

Atmaji & 

Qodir (2021) 

Mendeskripsikan 

implementasi 

kebijakan untuk 

meningkatkan 

destinasi wisata 

berbasis kearifan lokal 

di Gunungkidul. 

Studi literatur 

kualitatif dengan 

pengumpulan 

artikel dari 

berbagai 

sumber. 

Kebijakan saat ini 

belum 

memprioritaskan 

nilai-nilai 

kearifan lokal 

dalam 

pengembangan 

pariwisata. 
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Peneliti dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Maryudi et al. 

(2015) 

Menganalisis 

bagaimana kerangka 

regulasi 

mempengaruhi daya 

saing perkebunan kecil 

di Gunungkidul. 

Studi kasus 

dengan analisis 

kualitatif dan 

wawancara 

mendalam. 

Kerangka regulasi 

yang kompleks 

menghadirkan 

tantangan 

signifikan bagi 

petani kecil untuk 

mengakses pasar 

komersial. 

Setiawan & 

Erison (2023) 

Mengkaji peran 

pengeluaran 

pemerintah dalam 

memperkuat 

kesejahteraan berbasis 

perempuan di 

Gunungkidul. 

Pendekatan 

kualitatif dengan 

metode studi 

literatur. 

Tingkat 

kesejahteraan 

yang rendah 

berkorelasi 

dengan kondisi 

perempuan yang 

lemah dalam 

anggaran 

pembangunan. 

Aristanto 

(2019) 

Menganalisis 

hubungan antara 

kapasitas fiskal dan 

pengeluaran APBD 

dengan penyaluran 

KUR di Jawa Timur. 

Metode 

campuran 

dengan survei 

kuantitatif dan 

studi kasus 

kualitatif. 

Kapasitas fiskal 

dan pengeluaran 

APBD tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

sosialisasi dan 

pendampingan 

KUR. 

Wu et al. 

(2020) 

Meneliti dampak 

desentralisasi 

lingkungan dan 

kompetisi pemerintah 

lokal terhadap 

pengembangan hijau 

regional di China. 

Model SBM-

undesirable dan 

model PVAR 

dengan data 

panel dari 30 

provinsi di 

China. 

Desentralisasi 

lingkungan 

memiliki dampak 

positif dan negatif 

pada 

pengembangan 

hijau regional, 

tergantung pada 

tingkat kompetisi 

pemerintah lokal. 
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Peneliti dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Wenjuan & 

Zhao (2023) 

Mengeksplorasi 

hubungan antara 

kompetisi fiskal dan 

investasi jangka 

panjang dalam inovasi 

di tingkat pemerintah 

lokal. 

Analisis data 

panel dengan 

regresi efek 

tetap. 

Kompetisi fiskal 

mengalihkan 

sumber daya dari 

investasi inovasi 

penting, 

menunjukkan 

kebutuhan akan 

kerangka 

kebijakan yang 

seimbang. 

Berdasarkan penelitian-penelitian ini, jelas bahwa regulasi dan kebijakan 

fiskal pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam menentukan daya saing 

dan kesejahteraan regional. Studi-studi tersebut memberikan dasar kuat untuk 

mengevaluasi bagaimana optimalisasi belanja daerah di Gunungkidul dapat 

meningkatkan daya saing sektor unggulan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi pemerintah daerah dapat 

mengoptimalkan belanja daerah guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di 

Kabupaten Gunungkidul. Landasan teori penelitian ini melibatkan integrasi konsep 

otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan teori daya saing. 

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu daerah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi sektor unggulan yang signifikan, terutama 

di bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan. Namun, tantangan utama yang 

dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah dan infrastruktur yang belum 

memadai. Data BPS Kabupaten Gunungkidul (2023) menunjukkan bahwa 

meskipun terjadi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahun, 

anggaran belanja daerah masih belum optimal dalam mendukung sektor-sektor 

unggulan. 

Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya belanja daerah 

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul yang berada 

di angka 70,81 pada tahun 2022, di bawah rata-rata nasional yang sebesar 72,29 

(BPS, 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 17,62% pada 

tahun 2022, dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 9,22% 
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(BPS, 2023). Kondisi ini menuntut adanya regulasi dan kebijakan belanja daerah 

yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan. 

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola urusan lokal secara mandiri. Desentralisasi fiskal, Seperti yang 

dipaparkan oleh Oates dalam bukunya yang berjudul “Fiscal Federalism”, 

memaparkan bagian dari otonomi daerah, memungkinkan distribusi sumber daya 

keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga meningkatkan kapasitas fiskal 

daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan (Oates, 1972). Otonomi ini tidak 

hanya memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efisiensi regulasi lokal 

(Rachmad et al., 2023). 

Dalam buku “Fiscal Decentralization in Developing Countries”, 

desentralisasi fiskal memungkinkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih 

efisien dan efektif, memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan belanja publik 

dengan prioritas lokal (Bird & Vaillancourt, 1998). Dengan kontrol yang lebih 

besar atas anggaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik 

seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Atthahara, 2018). Namun, ini juga 

memerlukan sistem transfer fiskal yang tepat untuk mengatasi ketidakseimbangan 

dan memastikan distribusi sumber daya yang adil di seluruh wilayah (Khusaini, 

2018). 

Daya saing daerah ditentukan oleh empat faktor utama dalam model 

Diamond Porter: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan 

pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (Porter, 1990). 

Daerah yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif melalui inovasi, 

peningkatan produktivitas, dan lingkungan bisnis yang mendukung akan lebih 

kompetitif (Nelson & Winter, 1982). 

Regulasi yang efektif dari pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan. 

Kebijakan yang mendukung daya saing dapat dilakukan melalui perbaikan 

infrastruktur, insentif fiskal, dan perlindungan terhadap hak-hak bisnis (Purba et al., 

2023). Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan 

proyek yang langsung mendukung sektor unggulan, seperti peningkatan kapasitas 
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sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan promosi produk lokal (Zein 

& Septiani, 2024). Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel 

memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, yang 

meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat (Masitha 

& Mulyadi, 2024). 

Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam menelaah peran 

regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah di Gunungkidul yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, berikut adalah tahapan yang 

dilakukan oleh peneliti: 

1. Memulai dengan mengkaji berbagai referensi terkait sektor unggulan, 

pengeluaran pembangunan, dan investasi swasta 

2. Menentukan Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Gunungkidul sebagai objek 

penelitian berdasarkan potensi serta tantangan ekonominya. 

3. Pengumpulan data terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, serta 

pengeluaran pembangunan. 
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4. Dilakukan analisis location quotient untuk mengetahui sektor-sektor yang 

mengalami pertumbuhan lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan 

wilayah Gunungkidul. 

5. Berdasarkan hasil analisis location quotient, peneliti menentukan sektor-

sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang 

signifikan. 

6. Kemudian melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara 

sektor unggulan dengan variabel lainnya. 

7. Setelah itu, mengkaji hubungan antara sektor unggulan, PDRB, belanja 

pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan 

untuk memahami pengaruh dengan variabel lainnya secara mendalam. 

8. Mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan sinergi antara regulasi, 

belanja pemerintah, dan daya saing sektor unggulan. 

9. Setelah itu, mengevaluasi hasil analisis dan memberikan rekomendasi yang 

relevan untuk meningkatkan kontribusi sektor unggulan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul. 

Kerangka berpikir ini mengintegrasikan teori otonomi daerah, desentralisasi 

fiskal, dan daya saing untuk memahami bagaimana regulasi dan belanja daerah 

dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten 

Gunungkidul. Dengan memahami interaksi antara regulasi dan belanja daerah, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat 

membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor unggulan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 

 

 

3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam rangka menelaah "Peran Regulasi 

Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya 

Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul" termasuk dalam jenis penelitian 
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kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis 

fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan akurat, serta 

menganalisis hubungan antara variabel yang terlibat secara objektif mengguakan 

data numerik. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam 

pendekatan kuantitatif, peneliti melakukan perhitungan location quotient selama 

periode 2014-2023 untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Gunungkidul. 

Selain itu, hasil dari perhitungan location quotient ini kemudian dikorelasikan 

dengan belanja pembangunan dari struktur APBD Kabupaten Gunungkidul. Teori 

belanja pembangunan mengacu pada konsep bahwa pengeluaran pemerintah 

diarahkan untuk investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah 

(Musgrave & Musgrave, 1989). 

Sebagai pendukung, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan 

informan kunci yang terkait dengan regulasi dan kebijakan pembangunan di 

Gunungkidul. Selain itu, analisis dokumen, seperti regulasi daerah dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dilakukan untuk memahami sejauh mana 

peran pemerintah dalam mendukung sektor unggulan di Gunungkidul. Pendekatan 

ini memberikan konteks yang lebih dalam dan mengungkap bagaimana kebijakan 

dan regulasi mempengaruhi daya saing daerah (Moleong, 2017). 

Dengan pendekatan kuantitatif sebagai fokus utama dan wawancara sebagai 

pendukung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

objektif dan terukur mengenai hubungan antara regulasi pemerintah daerah, 

optimalisasi belanja daerah, dan peningkatan daya saing sektor unggulan di 

Kabupaten Gunungkidul. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, salah satu 

kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten 

Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km² dan terletak di bagian tenggara 

Provinsi DIY, berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jawa Tengah) 

di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah timur, Samudera 

Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat (BPS 

Kabupaten Gunungkidul, 2022). 
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Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 

kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan 

Wonosari. Topografi wilayah Gunungkidul didominasi oleh perbukitan karst, yang 

memberikan karakteristik unik pada lanskap dan potensi ekonominya (Haryono & 

Day, 2004). 

Pemilihan Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian didasarkan 

pada beberapa pertimbangan: 

1. Karakteristik Ekonomi: Gunungkidul memiliki struktur ekonomi yang unik 

dengan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah sebagai 

penggerak utama. Hal ini menarik untuk diteliti dari perspektif optimalisasi 

belanja daerah dan peningkatan daya saing (BPS, 2023). 

2. Dinamika Regulasi: Sebagai daerah otonom, Gunungkidul memiliki 

kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan regulasi daerah. 

Dinamika ini menarik untuk dikaji dalam konteks pengaruhnya terhadap 

belanja daerah dan pengembangan sektor unggulan (BPS, 2023). 

3. Potensi Sektor Unggulan: Kabupaten ini memiliki beberapa sektor 

unggulan yang potensial, seperti pariwisata pantai, pertanian organik, dan 

industri kerajinan. Analisis terhadap regulasi yang mendukung 

pengembangan sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan berharga 

(Sugiarto & Santoso, 2019). 

4. Aksesibilitas Data: Sebagai bagian dari Provinsi DIY, Gunungkidul 

memiliki sistem tata kelola yang relatif baik, yang memungkinkan akses 

terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian (Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul, 2023). 

Dengan memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian, 

diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pemahaman tentang peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja 

dan peningkatan daya saing sektor unggulan, serta memberikan rekomendasi 

kebijakan yang aplikatif dan kontekstual. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam 

Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan 

Kabupaten Gunungkidul," data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama: 

1. Data Kuantitatif 

• Data Location Quotient: Data ini mencakup analisis selama 10 tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2014-2023 yang mencerminkan perubahan dan 

dinamika sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Data 

location quotient diambil dari laporan resmi seperti data BPS dan 

dokumen ekonomi daerah yang menggambarkan kontribusi sektor-sektor 

tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. 

• Data Belanja Pembangunan: Data ini meliputi struktur belanja 

pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul, yang akan 

dianalisis dan dikorelasikan dengan hasil location quotient untuk menilai 

efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan daya saing sektor 

unggulan. Sumber data ini berasal dari laporan keuangan pemerintah 

daerah, termasuk dokumen APBD dan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah). 

2. Data Kualitatif 

• Regulasi Pemerintah: Data mengenai kebijakan dan regulasi yang 

mendukung pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. 

Sumber data ini berasal dari peraturan daerah, SK Bupati, dan dokumen 

kebijakan lainnya. 

• Wawancara: Wawancara dilakukan dengan pejabat daerah dan pihak-

pihak terkait yang memahami regulasi dan implementasi kebijakan yang 

mempengaruhi sektor unggulan di Gunungkidul. Data ini akan 

memberikan wawasan mendalam tentang peran pemerintah daerah 

dalam optimalisasi belanja pembangunan. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Badan Pusat Statistik (BPS): Sumber utama untuk data kuantitatif mengenai 

pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, dan data lainnya yang 

relevan untuk analisis location quotient. 

2. Dokumen APBD dan LKJIP Kabupaten Gunungkidul: Menyediakan data 

belanja pembangunan dan laporan kinerja sektor-sektor unggulan. 

3. Dokumen Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah: Termasuk Peraturan 

Daerah, SK Bupati, dan kebijakan lain yang relevan. 

4. Wawancara dengan Pejabat Daerah: Sumber data kualitatif mengenai 

implementasi regulasi dan strategi optimalisasi belanja daerah. 

Berikut adalah tabel operasional data yang menunjukkan jenis data, sumber, 

dan metode pengumpulannya (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2018): 

Tabel 3.1 Operasional Data Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Data 

Perubahan 

Sektor 

Ekonomi 

Perubahan yang 

terjadi pada 

sektor-sektor 

ekonomi di 

Gunungkidul 

selama periode 

2014-2023 

- Laju 

Pertumbuhan 

Sektor 

BPS, 

Dokumen 

APBD, 

LKJIP 

Analisis Data 

Sekunder 

Analisis 

Location 

Quotient 

Belanja 

Pembangunan 

Alokasi 

anggaran 

pembangunan 

daerah dalam 

struktur APBD 

yang digunakan 

untuk 

mendukung 

sektor unggulan 

selama periode 

2014-2023. 

- Proporsi 

Belanja 

Pembangunan  

- Realisasi 

Anggaran 

Pembangunan 

Dokumen 

APBD 

Kabupaten 

Gunungkidul 

Analisis Data 

Sekunder 

Korelasi 

Location 

Quotient 

dengan 

Belanja 

Pembangunan 

Regulasi 

Pemerintah 

Daerah 

Peraturan dan 

kebijakan 

daerah yang 

mendukung 

sektor unggulan 

dan 

mengoptimalkan 

belanja 

pembangunan. 

- Regulasi 

yang 

Mendukung 

Sektor 

Unggulan 

Dokumen 

Kebijakan 

Daerah, SK 

Bupati, 

Peraturan 

Daerah 

Dokumentasi, 

Wawancara 

Analisis 

Kualitatif 

Daya Saing 

Sektor 

Unggulan 

Kemampuan 

sektor-sektor 

tertentu untuk 

bersaing dan 

berkontribusi 

pada 

- Kontribusi 

Sektor 

Terhadap 

PDRB  

- Tingkat 

Pertumbuhan 

BPS, LKJIP 

Analisis Data 

Sekunder, 

Wawancara 

Analisis 

Deskriptif 

dan Korelasi 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Data 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

selama periode 

2014-2023 

Sektor 

Unggulan 

Tabel ini menguraikan variabel yang diteliti, definisi operasional, indikator 

yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data 

yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran regulasi 

pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah dan peningkatan daya saing 

sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk analisis location quotient, korelasi dengan belanja pembangunan, 

dan evaluasi peran pemerintah dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode 

utama serta wawancara sebagai pendukung. 

1. Instrumen Pengumpulan Data Sekunder:  

a. Lembar Pengumpulan Data Ekonomi Regional:  

• Tujuan: Mengumpulkan data PDRB sektoral Kabupaten 

Gunungkidul dan Provinsi D.I. Yogyakarta. 

• Isi: Tabel matriks dengan kolom sektor ekonomi dan baris tahun (10 

tahun terakhir). 

• Sumber data: BPS Kabupaten Gunungkidul dan BPS Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

b. Lembar Rekapitulasi Belanja Pembangunan:  

• Tujuan: Mengumpulkan data alokasi dan realisasi belanja 

pembangunan per sektor. 

• Isi: Tabel dengan kolom sektor, alokasi anggaran, dan realisasi 

anggaran untuk 10 tahun terakhir. 

• Sumber data: Dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran 

Kabupaten Gunungkidul. 
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2. Panduan Dokumentasi Regulasi:  

• Tujuan: Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi terkait 

pengembangan sektor unggulan. 

• Isi: a) Daftar regulasi (Perda, Perbup, SK Bupati) terkait 

pengembangan ekonomi daerah. b) Matriks analisis isi regulasi 

dengan kolom: nomor regulasi, tahun, sektor yang diatur, tujuan 

regulasi, dan poin-poin kunci. 

• Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah, website resmi Pemda 

Gunungkidul. 

3. Panduan Wawancara Semi-Terstruktur:  

Pejabat Pengampu Perangkat Daerah Sektor Unggulan di Bappeda 

Gunungkidul:  

• Tujuan: Menggali informasi tentang implementasi regulasi dan 

strategi pengembangan sektor unggulan. 

• Isi: Pertanyaan terkait:  

▪ Proses identifikasi dan penentuan sektor unggulan 

▪ Mekanisme penyusunan regulasi pendukung 

▪ Strategi alokasi belanja pembangunan untuk sektor unggulan 

▪ Tantangan dalam implementasi regulasi 

▪ Evaluasi dampak regulasi terhadap pertumbuhan sektor unggulan 

4. Lembar Observasi Lapangan:  

• Tujuan: Mengamati implementasi program dan dampak regulasi di 

lapangan. 

• Isi: a) Checklist infrastruktur pendukung sektor unggulan b) Catatan 

tentang aktivitas ekonomi di sektor unggulan c) Dokumentasi visual 

(foto/video) kondisi lapangan 

5. Matriks Evaluasi Kebijakan:  

• Tujuan: Mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, implementasi, dan 

dampak terhadap sektor unggulan. 

• Isi: Tabel dengan kolom: a) Regulasi/kebijakan b) Tujuan kebijakan 

c) Implementasi (skala 1-5) d) Dampak terhadap sektor unggulan 

(skala 1-5) e) Catatan evaluasi 
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Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif 

yang komprehensif dengan wawancara sebagai data pendukung, guna 

meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dipaparkan di atas, teknik 

pengumpulan data untuk penelitian "Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam 

Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan 

Kabupaten Gunungkidul" dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisis Data Sekunder 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait perubahan sektor 

ekonomi, belanja pembangunan, dan daya saing sektor unggulan. Menurut 

Sugiyono (2015), analisis data sekunder melibatkan pengumpulan data yang 

telah tersedia dalam publikasi statistik dan laporan instansi terkait. Dalam 

konteks penelitian ini, sumber data sekunder meliputi: a) Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul: Data PDRB, laju pertumbuhan 

sektor, dan kontribusi sektor terhadap PDRB. b) Dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Informasi tentang alokasi dan 

realisasi belanja pembangunan. c) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKJIP): Data kinerja sektor-sektor ekonomi dan capaian pembangunan 

daerah. Creswell (2014) menekankan bahwa analisis data sekunder 

memungkinkan peneliti untuk mengakses data dalam jumlah besar dengan 

efisien, yang sangat bermanfaat untuk analisis tren dan pola pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait regulasi 

pemerintah daerah. Arikunto (2010) mendefinisikan dokumentasi sebagai 

metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

meliputi: a) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul b) Surat 

Keputusan (SK) Bupati c) Dokumen kebijakan daerah lainnya yang relevan 

dengan pengembangan sektor unggulan 
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3. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam 

tentang implementasi regulasi, strategi pengembangan sektor unggulan, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing sektor unggulan. Menurut 

Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan 

dilakukan dengan pejabat-pejabat yang mengkoordinir perangkat daerah 

sektor unggulan. Patton (2002) menyarankan penggunaan wawancara semi-

terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi 

sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Location Quotient 

Analisis location quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk 

menentukan basis ekonomi pada suatu daerah. Analisis LQ digunakan untuk 

sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan dengan cara menilai 

tingkat konsentrasi relatif aktivitas ekonomi pada suatu sektor (Pribadi & 

Nurbiyanto, 2021). Dihitung dengan menggunakan persamaan: 

 

 

 

𝐿𝑄 =
𝑋𝑖𝑗/𝑅𝑉𝑗  

𝑋𝑖/𝑅𝑉
 

Dengan: 

𝑋𝑖𝑗 : PDRB sektor ke-i di wilayah analisis 

𝑋𝑖 : PDRB sektor ke-i di wilayah referensi 

𝑅𝑉𝑗 : Total PDRB di wilayah analisis 

𝑅𝑉 : Total PDRB di wilayah referensi 
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3.6.2 Korelasi Pearson 

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara sektor-sektor 

unggulan dan berkembang yang telah ditentukan melalui analisis location quotient 

di Kabupaten Gunungkidul pada PDRB, belanja pembangunan, investasi swasta, 

dan pertumbuhan penduduk. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑟 =
Σ(𝑥𝑖 − 𝑥̅)(𝑦𝑖 − 𝑦̅)

√Σ(𝑥𝑖 − 𝑥̅)2Σ(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
 

Dengan: 

𝑟 : Koefisien korelasi 

𝑥𝑖 : Nilai pada variabel x observasi ke-i  

𝑥̅ : Nilai rata-rata pada variabel x 

𝑦𝑖 : Nilai pada variabel y observasi ke-i 

𝑦̅ : Nilai rata-rata pada variabel y 

Interpretasi hasil korelasi akan mengikuti panduan dari Evans (1996), yang 

memberikan klasifikasi kekuatan hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasi. 
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3.6.3 Uji t untuk Korelasi Pearson 

Korelasi hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara kedua 

variabel, tetapi belum menjelaskan apakah hubungan tersebut cukup berarti secara 

statistik. Dengan kata lain, korelasi yang diperoleh mungkin hanya terjadi karena 

kebetulan dari sampel data yang dianalisis atau mencerminkan hubungan nyata 

antara variabel. 

Untuk menguji signifikansi korelasi ini, digunakan uji t. Uji t bertujuan 

untuk menentukan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan pada tingkat 

probabilitas tertentu, biasanya 5% atau 0,05 dan derajat bebas sebesar 𝑛 − 2. Jika 

hasil uji t menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan, maka kita dapat 

menyimpulkan bahwa hubungan antara belanja pembangunan dan sektor unggulan 

tidak terjadi secara kebetulan. Uji t untuk korelasi menggunakan formula sebagai 

berikut: 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Dengan: 

𝑡 : Nilai hasil pengujian 

𝑟 : Koefisien korelasi 

𝑛 : Panjang data 

Rumus ini mengevaluasi apakah koefisien korelasi yang dihitung cukup 

besar untuk menunjukkan adanya hubungan nyata antara kedua variabel, atau 

apakah hasil tersebut hanya kebetulan dari data yang dianalisis. 

3.6.4 Evaluasi Peran Pemerintah dengan Bukti Empiris 

Evaluasi peran pemerintah daerah akan dilakukan melalui analisis kualitatif 

terhadap data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Menurut Miles, 

Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

1. Kondensasi Data: proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi, dan/atau mentransformasikan data yang muncul dalam 

korpus penuh dari catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan bahan 

empiris lainnya. 
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2. Penyajian Data: penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: penarikan makna dari data yang 

ditampilkan. 

Dalam konteks penelitian ini, analisis akan berfokus pada: 

1. Kesesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan pengembangan 

sektor unggulan. 

2. Efektivitas implementasi regulasi dalam mendukung optimalisasi belanja 

daerah. 

3. Tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi dan optimalisasi 

belanja daerah. 

4. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing sektor 

unggulan. 

Hasil analisis ini akan memberikan bukti empiris tentang peran pemerintah 

daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor 

unggulan di Kabupaten Gunungkidul.  
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4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis Location Quotient 

Analisis LQ dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis, yaitu 

sektor yang memiliki kontribusi lebih besar di tingkat kabupaten dibandingkan di 

tingkat provinsi, yang mencerminkan potensi sektor unggulan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014-2023 

dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Location Quotient 

Sektor PDRB Rata-Rata LQ 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.424 

Pertambangan dan Penggalian  2.528 

Industri Pengolahan 0.731 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.725 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 
1.573 

Konstruksi 0.964 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 
1.147 

Transportasi dan Pergudangan  0.978 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.620 

Informasi dan Komunikasi 0.950 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.573 

Real Estate 0.504 

Jasa Perusahaan 0.456 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 
1.146 

Jasa Pendidikan 0.770 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.832 

Jasa Lainnya 1.389 

 

Hasil perhitungan location quotient (LQ) di atas merupakan nilai rata-rata 

dari nilai LQ yang dihitung setiap tahun mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2023. 
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Secara umum, interpretasi untuk nilai LQ dibagi menjadi 2, yaitu ketika 𝐿𝑄 >  1 

menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis, yang memiliki 

keunggulan komparatif dan potensi untuk dikembangkan sebagai pendorong utama 

ekonomi daerah dan ketika 𝐿𝑄 < 1 menandakan bahwa sektor tersebut merupakan 

sektor non-basis, yang perannya dalam perekonomian lokal masih relatif kecil 

dibandingkan dengan wilayah acuan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4.1 diperoleh sektor yang 

memiliki nilai 𝐿𝑄 > 1, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan 

dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan 

berperan sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat 

digolongkan sebagai sektor unggulan. 

4.2 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Sektor Unggulan 

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan belanja 

pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.2 Korelasi antara PDRB dan Belanja Pembangunan 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.749 3.193 0.013 

Pertambangan dan Penggalian - - - 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.926 6.912 0.000 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0.658 2.475 0.038 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
0.855 4.661 0.002 

Jasa lainnya 0.851 4.590 0.002 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,749 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan 
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bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling 

berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan 

bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. 

Menurut Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Gunungkidul, Sugeng 

Prihartanto, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung 

pengembangan sektor unggulan, Pemerintah Daerah juga telah menyusun 

regulasi pendukung melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis 

kebutuhan lapangan. Sugeng menjelaskan bahwa proses penyusunan 

regulasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) teknis, legislatif, serta masyarakat melalui forum 

konsultasi publik. Regulasi yang disusun difokuskan untuk memberikan 

perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, memperkuat kelembagaan 

petani, serta menyediakan kerangka insentif yang mendukung peningkatan 

produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Terkait dengan strategi 

alokasi belanja pembangunan, ditegaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan adalah berbasis kinerja dan tematik. Alokasi anggaran diarahkan 

pada kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan 

produktivitas sektor unggulan, seperti pembangunan infrastruktur irigasi, 

penyediaan sarana produksi, penguatan kapasitas SDM petani, serta 

program hilirisasi produk. Selain menggunakan anggaran daerah, 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga secara aktif mengoptimalkan 

pendanaan dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk 

pertanian dan perikanan. Dalam implementasinya terdapat sejumlah 

tantangan antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di 

tingkat pelaksana, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi. Untuk mengatasi 

hal tersebut, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan penguatan 

kapasitas kelembagaan dan peningkatan komunikasi antar pemangku 

kepentingan. 

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi 

karena tidak terdapat belanja pembangunan pada sektor ini. Hal ini 

mengindikasikan bahwa aktivitas sektor tersebut didominasi oleh pihak 
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swasta dan berada di luar cakupan intervensi fiskal pemerintah daerah. 

Menanggapi hal tersebut, Jadi Markuat, pejabat yang membidangi 

infrastruktur dan pengembangan wilayah di Bappeda Gunungkidul, 

menjelaskan bahwa meskipun sektor ini memiliki kontribusi terhadap 

PDRB daerah, pengelolaannya bersifat terbatas dari sisi kewenangan. . 

Secara regulasi, kewenangan untuk perizinan dan pengawasan teknis sektor 

pertambangan sudah sepenuhnya berada di tingkat provinsi, sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral. Lebih lanjut, 

pemerintah kabupaten hanya memiliki peran dalam aspek perencanaan 

ruang dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan tambang yang 

berada dalam wilayahnya. Dalam hal ini, acuan utama adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang mengatur zona kawasan yang diizinkan 

dan dibatasi untuk kegiatan pertambangan. Sebagai bagian dari pengelolaan 

ruang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam 

memberikan rekomendasi teknis lokasi dan mempertimbangkan kesesuaian 

rencana kegiatan tambang terhadap peruntukan ruang. Hal tersebut menjadi 

dasar bagi Pemda DIY dalam menerbitkan izin atau melakukan 

pengawasan. 

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, nilai korelasi sebesar 0,926 menunjukkan hubungan yang kuat dan 

positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan 

belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih 

kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan 

kuat secara statistik. Menurut Jadi Markuat selaku pejabat terkait, dalam 

proses penyusunan regulasi pendukung, Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul telah menerbiktan beberapa peraturan terkait sektor terkait, 

seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas 
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perangkat daerah. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara 

kolaboratif. Strategi alokasi belanja pembangunan diproritaskan untuk 

memperkuat infrastruktur dasar dan layanan publik yang berkaitan langsung 

dengan sektor ini. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk 

pembangunan jaringan distribusi air bersih, peningkatan kapasitas tempat 

pembuangan akhir (TPA), penyediaan fasilitas daur ulang, serta 

pembangunan instalasi pengolahan limbah cair. Dalam implementasi 

regulasi di sektor ini, masih dihadapi sejumlah tantangan, dintaranya adalah 

keterbatasan kapasitas teknis operator di lapangan, rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pemilahan sampah, serta belum optimalnya sinergi antara 

sektor pemerintah dan swasta dalam pengelolaan limbah. Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi tantangan geografis, terutama 

dalam distribusi air bersih ke wilayah perbukitan dan daerah rawan 

kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten terus mendorong 

inovasi teknologi dan skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama 

pemerintah dengan badan usaha (KPBU). 

 

 

 

 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar 0,658 menunjukkan hubungan yang kuat dan 

positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan 

belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih 

kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan 

kuat secara statistik. Menurut Kepala Bidang Perekonomian Bappeda 

Gunungkidul, Sugeng Prihartanto, dukungan untuk sektor unggulan ini 

sejalan dengan arah kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, 

yang secara eksplisit menempatkan sektor perdagangan sebagai prioritas 

pembangunan ekonomi daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa penguatan 
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sektor perdagangan diarahkan pada revitalisasi pasar tradisional, 

pengembangan sistem logistik, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. 

Lebih lanjut, dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, Pemerintah Daerah 

juga menyusun regulasi pendukung yang relevan. Mekanisme penyusunan 

regulasi dilakukan melalui proses koordinasi lintas OPD dan konsultasi 

publik. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Bupati Gunungkidul 

Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas 

Fungsi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Pasar, yang memberikan kerangka 

hukum untuk peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengelolaan yang 

profesional, serta pemberdayaan pedagang. Dalam hal penganggaran, 

ditekankan bahwa strategi alokasi belanja pembangunan diarahkan pada 

program-program dengan dampak ekonomi yang tinggi. Pemrintah 

Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan kegiatan seperti revitalisasi 

pasar, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi dan UMKM, serta 

pembangunan akses jalan menuju pusat perdagangan. Anggaran juga 

diarahkan untuk mendukung transformasi digital UMKM lokal melalui 

kerja sama dengan platform e-commerce dan pelatihan literasi digital,” 

paparnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip tematik, 

holistik, dan integratif sebagaimana diatur dalam RPJMD dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, nilai korelasi sebesar 0,855 menunjukkan hubungan yang kuat dan 

positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan 

belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih 

kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan 

kuat secara statistik. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kartini, 

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Bappeda 

Gunungkidul, dijelaskan bahwa Regulasi pendukung untuk sektor ini 

dirancang melalui mekanisme kolaboratif lintas perangkat daerah, dengan 

landasan utama yang termuat dalam dokumen RPJMD maupun RKPD, 

yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi, perluasan cakupan 

perlindungan sosial, dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Selain 
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itu, ditegaskan bahwa adanya dukungan dari regulasi teknis, khususnya 

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2020-

2024, yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan melayani. Terkait strategi alokasi belanja pembangunan, 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara konsisten mengalokasikan 

anggaran untuk penguatan pelayanan publik berbasis digital, pembangunan 

infrastruktur perkantoran, serta pengembangan sistem jaminan sosial 

daerah. Aalokasi belanja langsung juga diprioritaskan untuk program seperti 

penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, 

integrasi layanan kependudukan, serta penguatan sistem pengawasan dan 

evaluasi kinerja pemerintah. Belanja tersebut juga diarahkan untuk 

mendukung target-target kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun implementasi regulasi menghadapi 

sejumlah tantangan diantarnya dalam hal pemerataan kualitas pelayanan 

antarwilayah dan keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan 

sistem digital. Selain itu, penguatan jaminan sosial juga menghadapi 

tantangan pendataan yang belum sepenuhnya terintegrasi. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,851 menunjukkan 

hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang 

terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai 

p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut 

sangat signifikan dan kuat secara statistik. Menurut Sugeng Prihartanto, 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur pengembangan sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, serta Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, pemerintah juga mengatur Kawasan 

Pariwisata melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata 

Siung-Wediombo. Selain itu, dukungan untuk UMKM sektor jasa lainnya 
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diberikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul 2023-2043, yang 

mencakup industri unggulan. Belanja pembangunan yang berkontribusi 

pada sektor jasa lainnya mencerminkan potensi besar sektor ini dalam 

mendukung aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Pengembangan lebih lanjut, seperti promosi wisata lokal 

dan peningkatan fasilitas umum, akan meningkatkan kontribusi sektor ini. 

4.3 Hubungan antara Investasi Swasta dan Sektor Unggulan 

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan investasi swasta 

di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.3 Korelasi antara PDRB dan Investasi Swasta 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.675 2.589 0.032 

Pertambangan dan Penggalian 0.275 0.808 0.443 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
- - - 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0.719 2.926 0.019 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
- - - 

Jasa lainnya 0.134 0.384 0.711 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,675 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan 

bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan investasi saling berbanding 

lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan 

tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa investasi yang disalurkan seperti perbaikan 

infrastruktur produksi dan pemasaran serta kemudahan akses dalam 

mengadaptasi teknologi dan metode modern mendorong produktivitas dan 

nilai tambah sektor ini. 
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2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,275 

menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang 

berarti antara PDRB dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value yang 

lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan 

secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum dapat 

dirasakan dampaknya pada sektor ini, tetapi harus bergantung pada investasi 

dikarenakan tidak terdapat belanja pemerintah untuk sektor ini. Kondisi ini 

bisa terjadi karena sifat sektor pertambangan yang padat modal namun 

minim penyerapan tenaga kerja lokal, serta aktivitas ekonomi yang sering 

kali terpusat pada eksploitasi sumber daya tanpa keterkaitan kuat dengan 

sektor-sektor produktif lain di daerah.  

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini kurang mampu untuk 

menarik investor swasta. 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar 0,719 menunjukkan hubungan yang kuat dan 

positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan 

investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 

menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara 

statistik. Sektor ini memiliki karakteristik yang sangat responsif terhadap 

daya beli dan mobilitas masyarakat, sehingga setiap dorongan investasi 

cenderung cepat berkontribusi terhadap peningkatan volume transaksi dan 

perputaran barang dan jasa yang menyebabkan sektor ini sangat sensitif 

terhadap dukungan investasi. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini dapat dianggap wajar karena sektor ini tidak tumbuh 

melalui investasi swasta, tetapi melalui belanja pemerintah. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,134 menunjukkan 

hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara 

PDRB dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari 
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0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa investasi swasta tidak memiliki 

hubungan kuat dengan pertumbuhan PDRB di sektor ini, kemungkinan 

karena sifat sektor jasa lainnya yang sangat heterogen sehingga investasi 

swasta menyebar tanpa dampak langsung yang jelas terhadap output 

ekonomi. 

4.4 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan  

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.4 Korelasi antara PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.534 1.787 0.112 

Pertambangan dan Penggalian 0.427 1.334 0.219 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.245 0.714 0.496 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
-0.408 -1.264 0.242 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
-0.582 -2.022 0.078 

Jasa lainnya 0.472 1.516 0.168 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,534 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang 

menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan pertumbuhan 

ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 

menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup 

kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Sektor ini 

memiliki kontribusi yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Gunungkidul, tetapi masih terpengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal sehingga masih memerlukan dukungan pemerintah ataupun 

swasta untuk mendorong kontribusi dari sektor ini. 
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2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,427 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara PDRB dan pertumbuhan 

ekonomi pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan 

bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh penggerak sektor ini lebih banyak dikendalikan oleh 

investor swasta sehingga keuntungan dari kegiatan pertambangan sering 

kali tidak sepenuhnya tinggal di daerah. 

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, nilai korelasi sebesar 0,245 menunjukkan hubungan yang lemah 

positif menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan 

pertumbuhan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 

menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal 

ini menunjukkan bahwa sektor ini belum cukup berkembang untuk menjadi 

penggerak ekonomi karena masih berfungsi sebagai layanan dasar sehingga 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul 

sangat kecil. 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar -0,408 menunjukkan hubungan yang cukup 

kuat dan perubahan PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini 

saling berbanding terbalik. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan 

bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini 

menunjukkan kemungkinan bahwa sektor ini tumbuh tanpa kaitan kuat 

terhadap pertumbuhan daerah yang disebabkan oleh daya beli yang stagnan. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, nilai korelasi sebesar -0,582 menunjukkan hubungan yang cukup 

kuat dan perubahan PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini 

saling berbanding terbalik. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan 

bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini bisa 

disebabkan karena kondisi sektor yang stagnan sehingga pertumbuhan 

ekonomi lebih terfokus pada sektor-sektor lainnya. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,472 menunjukkan 

hubungan yang cukup kuat dan perubahan angka PDRB dan pertumbuhan 
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ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value lebih dari 0,05 menandakan 

bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup kuat untuk 

mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Sektor ini biasanya 

mencakup berbagai kegiatan seperti hiburan, pariwisata, atau layanan kecil 

serta ketergantungan pada konsumsi masyarakat dan peningkatan 

pendapatan yang bisa jadi lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi 

lokal. 

4.5 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta 

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan 

investasi swasta di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.5 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.839 4.357 0.002 

Pertambangan dan Penggalian - - - 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
- - - 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0.336 1.008 0.343 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
- - - 

Jasa lainnya -0.090 -0.257 0.804 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,839 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan 

bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan investasi 

saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 

menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara 

statistik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor ini menarik investor 

swasta karena kuatnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor 

ini. 

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi 

karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini dikarenakan sektor 
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tersebut bergantung pada investasi tanpa dukungan dari belanja 

pembangunan.  

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan tidak 

berdampak pada investasi karena dianggap sebagai tanggung jawab 

pemerintah sehingga tidak mampu menarik minat investor swasta. 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar 0,336 menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja 

pembangunan dan investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value lebih dari 

0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang 

cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Hal 

ini menunjukkan adanya ketertarikan investor swasta karena ada dasar 

infrastruktur dari belanja pembangunan, tapi belum sepenuhnya tumbuh. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan tidak 

berdampak pada investasi karena merupakan sektor layanan publik. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar -0,090 menunjukkan 

hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara 

belanja pembangunan dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value 

lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data 

yang cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. 

Sektor yang mungkin mencakup jenis jasa yang sangat heterogen dapat 

membuat besaran belanja pembangunan di satu jenis jasa mungkin tidak 

cukup signifikan untuk memengaruhi keseluruhan sektor. Selain itu, 

investasi swasta di sektor ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pasar atau kebijakan yang tidak terkait langsung dengan belanja 

pembangunan. 
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4.6 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.6 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.469 1.501 0.172 

Pertambangan dan Penggalian - - - 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.281 0.829 0.431 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0.096 0.272 0.793 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
-0.804 -3.830 0.005 

Jasa lainnya 0.296 0.875 0.407 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,469 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang 

menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih 

dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara 

statistik. Hal ini bisa mencerminkan efektivitas alokasi anggaran pemerintah 

dalam mendukung infrastruktur pertanian, penyuluhan kepada petani dan 

nelayan, serta pengembangan teknologi yang secara bertahap meningkatkan 

produktivitas dan nilai tambah sektor tersebut. 

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi 

karena tidak terdapat belanja pembangunan pada sektor ini. Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas sektor tersebut didominasi oleh pihak swasta dan 

berada di luar cakupan intervensi fiskal pemerintah daerah. 

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, nilai korelasi sebesar 0,281 menunjukkan hubungan yang lemah dan 

positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-
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value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak 

signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh belanja 

pembangunan yang lebih banyak difokuskan pada aspek lain yang belum 

langsung menyentuh kebutuhan strategis sektor ini, atau masih dalam tahap 

awal pengembangan sehingga dampaknya belum terasa sepenuhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga keterbatasan investasi 

infrastruktur dan teknologi dalam pengelolaan air bersih serta sistem 

pengolahan sampah dan limbah yang efisien. 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar 0,096 menunjukkan hubungan yang sangat 

lemah dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada 

belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. 

Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut 

tidak signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

pertumbuhan sektor tersebut yang lebih dipengaruhi oleh daya beli 

masyarakat, dinamika konsumsi rumah tangga, atau keberadaan pusat-pusat 

perdagangan, daripada oleh belanja pembangunan fisik atau infrastruktur. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, nilai korelasi sebesar -0,804 menunjukkan hubungan yang kuat dan 

negatif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja 

pembangunan dan pertumbuhan eknomi saling berbanding terbalik. Nilai p-

value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut 

sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini mengindikasikan 

peningkatan belanja pada sektor-sektor ini justru berpotensi menekan atau 

tidak secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut 

yang disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih banyak digunakan untuk 

kebutuhan administrasi, birokrasi, atau belanja yang tidak langsung 

berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi, seperti belanja 

untuk penggajian pegawai atau pengeluaran operasional lainnya. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,296 menunjukkan 

hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara 

belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. Nilai p-
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value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak 

signifikan secara statistik. Jasa lainnya mencakup sektor-sektor yang 

mungkin kurang menjadi fokus belanja pembangunan atau bergantung pada 

faktor lain, seperti konsumsi rumah tangga atau investasi swasta. Hubungan 

yang lemah ini bisa menunjukkan efek tidak langsung dari belanja 

pembangunan. 

4.7 Hubungan antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara investasi swasta dan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel 4.7 Korelasi antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor PDRB Correlation T-Value P-Value 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.436 1.371 0.208 

Pertambangan dan Penggalian 0.210 0.608 0.560 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
- - - 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
-0.214 -0.618 0.554 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
- - - 

Jasa lainnya 0.748 3.183 0.013 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 

0,436 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang 

menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada investasi swasta dan 

pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih 

dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara 

statistik. Meskipun tidak terlalu kuat, investasi pada sektor ini mampu untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa faktor seperti 

perkembangan teknologi dan metode yang lebih modern dan akses pasar 

yang lebih baik. 

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,210 

menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang 
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berarti antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. 

Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut 

tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

investasi swaswa merupakan penggerak sektor ini, tetapi masih tidak 

mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang mungkin bergantung pada kondisi eksternal 

dan kebijakan yang diterapkan.  

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya investasi yang ditujukan 

untuk sektor tersebut. 

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, nilai korelasi sebesar -0,214 menunjukkan hubungan yang lemah 

dan negatif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada investasi 

swasta dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value 

yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan 

secara statistik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun investasi di 

sektor ini cenderung tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, terdapat dinamika yang lebih 

kompleks yang mungkin mempengaruhi hasil ini sehingga investasi di 

sektor ini tetap berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui penciptaan lapangan 

kerja dan peningkatan produktivitas yang lebih luas. 

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada 

sektor ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya investasi yang ditujukan 

untuk sektor tersebut. 

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,748 menunjukkan 

hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang 

terjadi pada investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding 

lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan 

antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor jasa lainnya 
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sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini bisa menjadi gambaran 

bahwa investasi swasta yang mengalir ke sektor-sektor lain seperti 

pariwisata, hiburan, dan ekonomi kreatif dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Gunungkidul melalui penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan konsumsi masyarakat. 

4.8 Evaluasi Regulasi dan Strategi Pembangunan Sektor Unggulan 

Evaluasi regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan sektor unggulan di 

Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada analisis sebelumnya mengenai belanja 

pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang 

mendukung inovasi teknologi di sektor-sektor unggulan sebagaimana pada poin 4.1 

tentnag hasil analisis location quotient sangat diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas dan daya saingnya, mengingat bahwa sektor-sektor tersebut lebih 

bergantung pada keunggulan regional daripada keunggulan kompetitif. 

Pada poin 4.2, dijelaskan bahwa hubungan antara belanja pembangunan dan 

sektor unggulan sangat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur 

dasar. Dengan demikian, regulasi yang memastikan alokasi anggaran pembangunan 

diarahkan pada sektor prioritas menjadi hal yang esensial untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Sebagaimana diuraikan pada poin 4.3, 

investasi swasta memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan 

sektor unggulan. Menurut Markuat (2020), investasi swasta yang terarah pada 

sektor unggulan tidak hanya meningkatkan efisiensi perekonomian lokal, tetapi 

juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. 

Selain itu, regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, seperti yang 

dijelaskan pada poin 4.4, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Stimson et al. (2006) 

mengemukakan bahwa regulasi yang transparan dan akuntabel mampu 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta, sehingga 

memaksimalkan kontribusinya terhadap sektor unggulan. Strategi optimalisasi 

pembangunan sektor unggulan juga perlu mengintegrasikan hasil evaluasi pada 

poin 4.5, di mana sinergi antara belanja pembangunan dan investasi swasta 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori 

belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), regulasi yang mengarahkan 
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anggaran publik secara efisien akan mendukung pengembangan infrastruktur dan 

inovasi di sektor unggulan. Dengan demikian, regulasi di tingkat daerah harus 

disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan peluang pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. 

Sebagaimana dibahas pada poin 4.6, hubungan antara belanja pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa belanja pembangunan yang tepat 

sasaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Untuk itu, 

alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas 

produksi, dan jaringan komunikasi, dapat mempercepat pengembangan sektor 

unggulan, terutama di bidang pariwisata dan agribisnis. Selain itu, pada poin 4.7, 

investasi swasta yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta 

untuk menciptakan sinergi yang optimal. 

Sebagai langkah tindak lanjut, rekomendasi strategis berikut dapat 

diimplementasikan: 

1. Reformasi Regulasi 

Menyederhanakan prosedur perizinan untuk menarik lebih banyak investasi 

di sektor unggulan. Hal ini sejalan dengan penelitian Black (2002), yang 

menunjukkan bahwa regulasi yang sederhana dapat meningkatkan minat 

investor. Reformasi ini dapat mencakup digitalisasi proses perizinan dan 

penetapan standar layanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

2. Kemitraan Publik-Swasta (PPP) 

Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam 

pengembangan sektor unggulan. Ridwan (2014) menekankan pentingnya 

kemitraan ini untuk memastikan kesinambungan investasi. Model 

kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan dana bersama untuk proyek 

strategis, seperti pengembangan destinasi wisata atau pengolahan hasil 

pertanian. 

3. Penguatan Kapasitas Lokal 

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek 

pembangunan untuk meningkatkan akseptabilitas dan dampak positif 

regulasi terhadap masyarakat. Pelibatan ini dapat diwujudkan melalui 
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program pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil, dan 

penyediaan akses pembiayaan mikro. 

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi 

Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan 

untuk menilai efektivitas regulasi dan strategi pembangunan. Sistem ini 

dapat mencakup indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) 

yang terkait dengan daya saing sektor unggulan dan tingkat investasi. 

Dengan pendekatan ini, regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan 

dapat berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan daya saing sektor 

unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan strategi ini tidak hanya akan 

memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan 

keberlanjutan lingkungan. 

4.9 Optimalisasi Belanja Pembangunan Sektor Unggulan 

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi ekonomi yang unik sehingga 

optimalisas belanja pembangunan sangat penting untuk dilakukan agar dapat 

meningkatkan daya saing sektor unggulannya. Untuk memaksimalkan potensinya, 

belanja pembangunan harus diarahkan secara strategis pada beberapa bentuk 

sebagai berikut. 

1. Memperkuat Infrastruktur Produksi dan Distribusi 

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang sangat 

bergantung pada keberadaan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan 

produktivitas dan mempermudah akses pasar. Selain itu, penyediaan 

fasilitas seperti pengadaan teknologi yang lebih modern serta subsidi alat 

dan bahan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produksi, 

efisiensi, dan memperkuan ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul. 

2. Mendorong Hilirisasi 

Untuk mendukung sektor Pertambangan dan Penggalian, belanja 

pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan kawasan industri 

pengolahan tambang akan memungkinkan daerah memperoleh nilai tambah 

ekonomi dari proses hilirisasi. Dengan adanya smelter atau industri berbasis 

bahan tambang, daerah tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi 
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juga mendapatkan multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja, 

peningkatan PDRB, dan pertumbuhan UMKM pendukung industri. 

3. Membangun Sistem Pengelolaan Lingkungan 

Dalam hal Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 

belanja pembangunan sebaiknya difokuskan pada membangun sistem 

pengelolaan lingkungan terpadu seperti Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan sistem 

distribusi air bersih sebagai perlindungan lingkungan, pendorong ekonomi 

sirkular (daur ulang, pemanfaatan limbah), peningkatkan produktivitas 

masyarakat, dan pengurangan biaya publik akibat dampak kesehatan dan 

bencana lingkungan. 

4. Revitalisasi Pasar dan Digitalisasi UMKM Perdagangan 

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

adalah tulang punggung perputaran ekonomi lokal. Namun, banyak pasar 

dan pelaku dagang masih menghadapi tantangan seperti fasilitas yang 

buruk, sistem dagang konvensional, dan minimnya akses digital. Oleh 

karena itu, diperlukan revitalisasi pasar secara fisik dan modernisasi sistem 

transaksi melalui digitalisasi UMKM yang difokuskan pada pembaruan 

infrastruktur pasar dan pelatihan pelaku usaha agar mampu mengakses 

platform digital, e-commerce, dan sistem pembayaran nontunai. 

5. Digitalisasi dan Integrasi Layanan Pemerintahan 

Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, belanja pembangunan sebaiknya ditekankan pada pengembangan 

layanan digital, dashboard layanan, dan sistem perizinan terpadu. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperkuat 

kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah daerah. Pelayanan 

yang cepat, akurat, dan akuntabel akan mempercepat pengambilan 

keputusan investasi dan memperlancar koordinasi antar sektor. 

6. Mempromosikan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 

Sektor jasa lainnya yang mencakup industri kreatif, wisata budaya, dan 

perhotelan dapat dioptimalisasi dengan memberikan hibah dan bantuan 

keuangan bagi pengusaha lokal di bidang seni, kerajinan, dan jasa terkait 
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pariwisata. Selain itu, branding dan pemasaran untuk mempromosikan 

Gunungkidul sebagai destinasi budaya dan ekowisata akan semakin 

mendorong sektor ini.  
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5 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneilitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, 

seperti berikut: 

1. Berdasarkan analisis location quotient, sektor unggulan di Kabupaten 

Gunungkidul adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan 

dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa 

lainnya. 

2. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan antara alokasi 

belanja pembangunan dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan, seperti 

konstruksi dan jasa lainnya. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, 

pendidikan, dan layanan sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan 

sektor-sektor tersebut. Sektor jasa lainnya, yang erat kaitannya dengan 

pariwisata, juga mendapat dorongan dari belanja pemerintah. 

3. Regulasi dan kebijakan pemerintah telah mendukung sektor unggulan 

melalui alokasi anggaran yang terfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan 

kesehatan. Namun, peran regulasi masih perlu diperkuat untuk menarik 

investasi swasta di sektor yang potensial, terutama sektor jasa perusahaan 

yang masih membutuhkan penguatan daya saing. 

4. Optimalisasi belanja pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan 

daya saing sektor unggulan melalui investasi pada infrastruktur, pelatihan 

tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan 

efektivitas belanja pembangunan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang 

ditunjukan, seperti berikut: 

1. Pemerintah perlu melanjutkan investasi di sektor konstruksi dengan 

memperhatikan efisiensi proyek dan keberlanjutan. Pemanfaatan bahan 

lokal dan kolaborasi dengan sektor swasta yang dapat meningkatkan 

efisiensi biaya. 

2. Potensi sektor jasa lainnya, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu 

dikembangkan melalui promosi yang efektif, peningkatan fasilitas umum, 

dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata. 

3. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan insentif untuk mendorong 

investasi swasta di sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Kemitraan publik-

swasta dalam menyediakan layanan dapat meningkatkan efisiensi dan 

memperluas cakupan. 

4. Regulasi perlu disesuaikan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, 

terutama untuk sektor jasa perusahaan. Dukungan berupa penyederhanaan 

birokrasi dan insentif fiskal dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. 

5. Belanja pembangunan harus diarahkan secara strategis pada sektor yang 

memberikan dampak ekonomi terbesar, sambil memastikan distribusi yang 

merata untuk mencegah ketimpangan antarwilayah di Gunungkidul. 
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